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PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

" ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 'Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melaksanakan

.
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap

bulan yang disusun dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan
b.

Bupati.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103),



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851),

'

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,

Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4179),
|

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
|

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), .
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14633),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam

Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023),
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6.

7.
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9.



15.

16.

17.

18.

10.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), '

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 56'Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585),
|

Peraturan Pemerintah Nomor.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16S, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor

1614),
|

T
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik. IndonesiaTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219):
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123):
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114),
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

T

Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, :

Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): Ka :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun. 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

a

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.



Menetapkan:

38. Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
pada Perseroan Terbatas Bank Aceh,

|

39. Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila. '

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1l.. Pendapatan Daerah Rp. 985.455.076.513,00
2. Belanja Daerah Rp.1.049.635.904.133,26 (-)

Surplus/ (Defisit) Rp. (64.180.827.620,26)/
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 67.495.165.500,26
b. Pengeluaran Rp. 3.314.337.880,00 (-)

Pembiayaan Neto Rp. 64.180.3827.620,26
' Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp83.358.445.530,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp631.526.645.536,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp270.569.985.447,00



(2)

(3)

(4)

W

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri darijjenis Pendapatan:
Pajak Daerah sejumlah Rp5.500.000.000,00
Retribusi Daerah sejumlah Rp4.340.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah
Rp1.500.000.000,00

Zakat sejumlah Rp2.156.064.289,00
"Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah
Rp69.862.381.241,00

a.
b.

d.
e.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijjenis Pendapatan:
a. Dana Transfer Umum sejumlah Rp14.249.364.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp459.078.723.000,00
c. Dana Transfer Khusussejumlah Rp158. 198.558.536,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis
Pendapatan:

Hibah sejumlah Rp780. 118.250,00
Dana Darurat sejumlah Rp
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp19.792.409.767,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp123.599.074.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp126.398.383.430,00p

AP
Pp

- Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
'

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp534.260.058.751,26,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp515.375.845.382,00

(1

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp322.569.367.547,26
an

Belanja Bunga sejumlah Rp
|

Belanja Subsidi sejumlah Rp370.000.000,00
Belanja Hibah sejumlah Rp13:.794.200.000,00

a.
b.

d.



e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 16.569.600.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp984.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan: Desasejumlah
Rp169.472.891.204,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp10.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp61.980.765.597,00
:

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp161.711.933.531,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp291.683.146.254,00

|

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp67.495.165.500,26
b.

, Pengeluaran sejumlah Rp3.314.337.880,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp67.495.165.500,26
Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp
Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdriri dari jenis Pembiayaan :

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp f

|

'

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp314.337.880,00
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp

f.

1

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.

d.



Pasal 5

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK, pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga. Keadaan darurat tersebut sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
|

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
tidak diharapkan terjadi secara berulang,

| '

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

b.

d.

Pasal 6 -

“Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Lampiran I .

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

. Lampiran X

. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Ringkasan RAPBK,
Ringkasan RAPBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
Rincian RAPBK menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
|

|

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,

3.
4.

6.
Daftar Piutang Daerah,
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,

7.
8.

' Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya, NN

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
10
11

Tahun Anggaran ini,
Daftar Dana Cadangan Daerah, dan :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai landasan
'

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
|

|

Pasal! 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini. dengan penempatannya dalam Berita

Kabupaten Aceh Barat Daya. an :

| Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggai 1 Maret 2017M

2. Jumadil Akhir 1438 H

"4 BUPATI NCEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDBIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 1 Maret 2017M

2 Jumadil Akhir 1438 H

|
Pit. SEKRETARIS DAERAH”

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,7
THAMRIN

— BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR J2... .1NK


